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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR : 470 / TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PELAYANAN ADMINDUK ONLINE 

PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY KOMPLIT) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai 

pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 
penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar 
Operasional Prosedur;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja 
dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka 
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 09Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 
2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);

17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020 Tentang 
Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten 

Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 
Nomor 23).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : 

KESATU :

KEDUA

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pelayanan Adminduk Online 

Paket Layanan Komplit (Paklay Komplit) Pada Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut 
pada lampiran Keputusan ini

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan 
seperlunya.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal U> Januari 2022 

Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

iTININGSIH
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SK 47 0 / 3 >  TAHUN 2022

Tanggal Penetapan 10 Januari 2022

Tanggal Penerbitan 10 Januari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Januari 2022

Disahkan Oleh
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Pit. Kepala Dinas Kependudukan 
Pencatatan Sipil 

Kabupate n Karanganyar 
S'ekretari >,
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NIP.19640927 199211 2 001
Nama SOP Pelayanan Adminduk Online "Paket 

Layanan Komplit" (Paklay Komplit)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 5952):

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan adminduk

2. Mampu melaksanakan pelayanan prima

3. Mengetahui prosedur pelayanan di Disdukcapil
4. Memiliki kemampuan dasar dibidang komputer dan internet



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 09Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
184);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan 
Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan 
Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1611);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 
2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 
2019 Nomor 82);

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Paket Layanan Komplit (Paklay 
Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 
Nomor 23).

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Administrasi Kepedudukan 1 Komputer/Laptop 4 Blangko/Kertas

2 Server 5 Printer
3 Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Pelayanan harus memperhatikan ketentuan didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 
semua sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan berialan normal

Buku Agenda

No Kegiatan
Pelaksanaan Mutu Baku

Ket
Pelaksana

Subkoordina
tor

Kabid Kadis
Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output

1. Pemohon mendaftar online melalui website 
Disdukcapil dengan alamat : https://paklay- 
komplit.disdukcapil.karanganyarkab.go.id/ 
dengan mengupload berkas sesuai dengan 
jenis dokumen yang dimohon

Sesuai dengan 
Peraturan 
Perundang 
undangan terkait

5 Menit Persyaratan penerbitan 
dokumen sesuai 
dengan yang 
didaftarkan pemohont \

T ID A K
Y A

2. Petugas verifikator memverifikasi ajuan yang 
masuk, menyetujui atau menolak permohonan 
sesuai ketentuan yang berlaku ◄

Berkas 
permohonan 
yang diupload 
pemohon

15 Menit Berkas permohonan 
dinyatakan lengkap dan 
benar

https://paklay-komplit.disdukcapil.karanganyarkab.go.id/
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3. Petugas operator memproses dokumen yang 
disetujui petugas verifikator

1 Berkas 
permohonan 
dinyatakan 
lengkap dan 
benar

5 Menit Draf dokumen yang 
akan diajukan 
sertifikasi / TTE

4. Subkoordinator melakukan pengajuan tanda 
tangan elektronik / TTE ◄► Draf dokumen 

yang akan 
diajukan 
sertifikasi / TTE

3 Menit Dokumen yang 
diajukan sertifikasi

5. Kabid melakukan verifikasi tanda tangan 
elektronik / TTE ◄

r

► -

Dokumen yang
diajukan
sertifikas

8 Menit Dokumen
kependudukan yang 
sudah siap di TTE 
Kepala Dinas

6. Kepala Dinas menandatangani dokumen 
secara elektronik / TTE

1

◄
r

►
Dokumen yang 
sudah siap untuk 
di TTE

8 Menit Dokumen
kependudukan yang 
sudah jadi dan siap 
dikirim ke pemohon

7. Petugas administrasi melakukan pemisahan 
berkas, mengagenda dan memasukkan 
kedalam amplop sesuai alamat pemohon

Dokumen 
kependudukan 
yang sudah jadi 
dan siap dikirim 
ke pemohon

4 Menit Dokumen
kependudukan yang 
sudah jadi dan siap 
dikirim ke pemohon

8. Petugas Pos mengambil dokumen yang sudah 
jadi dan dikirim ke alamat pemohon

r Dokumen 
kependudukan 
yang sudah jadi 
dan siap dikirim 
ke pemohon

Dokumen
kependudukan yang 
sudah jadi dan siap 
dikirim ke pemohon


